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Abstrak : 

Korupsi dapat menimbulkan dampak berbagai masalah sosial di masyarakat antara lain 

rusaknya sistem tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi dan sulitnya melakukan 

efisiensi, oleh karena itu harus ada upaya pencegahan tindakan korupsi melalui perbaikan 

sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-

prinsip dan pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta 

memerangi korupsi dengan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing maka 

masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi 

melelaui pesan-pesan moral. Mengapa harus mahasiswa Karena mahasiswa adalah elemen 

masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam 

memperjuangkan sesuatu selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam 

kebijakan atau struktur pemerintah. Di sisi lan mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan 

masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh 

pemerintah. Tiga pilar strategi yang dijelaskan di atas pada nantinya membutuhkan usaha 

kerja keras dari pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam 

melibatkan partisipasi masyarakat/mahasiswa. Usaha perubahan dengan upaya perbaikan 

perilaku manusia dimulai dengan menanamkan nilai- nilai yang mendukung terciptanya 

perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, 

kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenarian, dan 

keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara 

yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
 

Kata kunci : UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 

 

 

Abstract : 

Corruption can have an impact on various social problems in society, including the 

breakdown of the social order system, high cost economy and difficulty in carrying out 

efficiency, therefore there must be efforts to prevent acts of corruption through improving 

systems and procedures by building an organizational culture that promotes the principles 

and eradicating corruption By encouraging the public to participate in fighting corruption 

in accordance with their respective capacities and authorities, the community needs to be 

instilled in the values of honesty and hatred against corruption through moral messages. 

Why should they be students? Because students are the most idealistic elements of society 

and have a very high enthusiasm in fighting for something, so far students are seen to be 

quite significant in government policies or structures. On the other hand, students can also 
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influence other levels of society to claim their rights which have not been paid attention to 

by the government. The three pillars of the strategy described above will later require hard 

work from the government in eradicating corruption which is also very important in 

involving community / student participation. Efforts to change with efforts to improve 

human behavior begin by instilling values that support the creation of anti-corruption 

behavior. The values in question include honesty, care, independence, discipline, 

responsibility, hard work, simplicity, trinity, and justice. The inculcation of these values in 

society is carried out in various ways according to their needs. 
 

Keywords : Law no. 31 of 1999 which has been amended by Law no. 20 of 2001 

concerning the Eradication of Corruption Crime. 

 

 

Pendahuluan 

Tindak pidana korupsi sudah 

mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan 

bangsa Indonesia. Tidak hanya 

mengancam perekonomian Negara, 

nyatanya korupsi juga dapat mengancam 

lingkungan hidup, lembaga-lembaga 

demokrasi, hak-hak asasi manusia dan 

hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang 

paling buruk adalah menghambat jalannya 

pembangunan dan semakin memperparah 

kemiskinan. 

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak 

lama, baik sebelum maupun sesudah 

kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, 

berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk memberantas 

korupsi, namun hasilnya masih jauh dari 

memuaskan. 

Korupsi benar-benar telah menjadi 

permasalahan akut dan sistemik yang 

sangat membahayakan dan merugikan 

Negara maupun masyarakat. Modus dan 

pelaku kejahatan korupsi selalu berganti 

secara cepat. Sementara itu, laju 

perubahan undang-undang sendiri selalu 

terlambat beberapa langkah di belakang 

kejahatannya. Hal inilah yang kemudian 

dimanfaatkan oleh banyak orang, 

kelompok, maupun oknum tertentu untuk 

melakukan berbagai perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana 

korupsi. 

Tidak seperti kejahatan konvensional 

lainnya, korupsi adalah kejahatan yang 

berkembang secara dinamis dari waktu ke 

waktu. Apabila sebelumnya orang hanya 

mengenal kerugian Negara dan suap-

menyuap, saat ini korupsi sudah 

berkembang menjadi penggelapan dalam 

jabatan, perbuatan curang, pemerasan, 

benturan kepentingan dalam pengadaan, 

dan gratifikasi. Di masa mendatang, 

korupsi bisa saja berkembang lagi secara 

dinamis, karena korupsi mengikuti pola 

hidup manusianya yang materialis. Karena 

bergerak secara dinamis, penegakan 

hukum dalam pemberantasan korupsi 

tidak bisa hanya dengan mengandalkan 

cara-cara konvensional. Oleh karena itu, 

penanganannya juga membutuhkan suatu 

tindakan penanganan luar biasa. Selain 

itu, tuntutan ketersediaan perangkat 

hukum yang sangat luar biasa dan canggih 

serta profesionalitas lembaga yang 

menangani korupsi pun tidak dapat 

dielakkan lagi. 

Salah satu ‘upaya luar biasa’ yang 

dilakukan adalah dengan membentuk 

sebuah lembaga penegak hukum baru 

dalam sistem peradilan pidana, yaitu 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagai amanat dari Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Selain pembentukan lembaga KPK, 

peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi 

sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah 

korupsi untuk bertumbuh kembang. 
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Pemberantasan tindak pidana korupsi 

dengan menggunakan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam KUHAP dinilai kurang 

memadai. Tidak diakuinya sistem 

pembalikan beban pembuktian, 

perampasan aset, pembayaran uang 

pengganti, dan peradilan in absentia 

dianggap kurang ‘garang’ untuk 

memerangi salah satu bentuk kejahatan 

luar biasa ini. Keberadaan pasal- pasal 

suap yang diintroduksikan dari KUHAP 

ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi baik Pasal 1 ayat (1) sub c 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 

maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 

selama ini hanya sebagai pasal-pasal tidur 

yang tidak memiliki makna. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar 

belakang masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prospek pencegahan 

perluasan penerapan sistem 

pembuktian yang dapat diterapkan 

untuk mengungkap tindak pidana 

korupsi di Indonesia baik sekarang 

maupun yang akan datang? 

2. Apa saja kendala yang timbul 

berkaitan dengan prospek pencegahan 

perluasan penerapan sistem 

pembuktian yang dapat diterapkan 

untuk mengungkap tindak pidana 

korupsi di Indonesia baik sekarang 

maupun yang akan datang? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penyusunan penelitian ini 

adalah untuk menjawab pokok 

permasalahan sebagaimana terdapat dalam 

rumusan masalah di atas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui prospek 

pencegahan perluasan penerapan 

sistem pembuktian yang dapat 

diterapkan untuk mengungkap tindak 

pidana korupsi di Indonesia baik 

sekarang maupun yang akan datang? 

2. Untuk mengetahui kendala yang akan 

timbul sejalan dengan prospek 

pencegahan perluasan penerapan 

sistem pembuktian yang dapat 

diterapkan untuk mengungkap tindak 

pidana korupsi di Indonesia baik 

sekarang maupun yang akan datang?  

3. Untuk mengetahui formulasi dan 

konsep hukum yang dibutuhkan 

dalam prospek pencegahan perluasan 

penerapan sistem pembuktian yang 

dapat diterapkan untuk mengungkap 

tindak pidana korupsi di Indonesia 

baik sekarang maupun yang akan 

datang. 
 

Sementara itu, manfaat penulisan 

penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian dapat memberikan 

kegunaan bagi perkembangan ilmu 

hukum, khususnya hukum pidana dan 

hukum acara pidana; 

2. Hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai pedoman atau referensi dalam 

penyusunan penelitian lain yang 

sesuai dengan bidang penelitian ini. 

 

Pembahasan 
 

A. Pengertian Korupsi 
 

1. Kata korupsi berasal dari Bahasa 

Latin; corrupti atau corruptus yang 

secara harfiah berarti kebusukan, 

kebejatan, tidak jujur, dapat 

disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian, kata-

kata yang menghina atau 

menfitnah sebagaimana dapat 

dibaca dalam The Lexion Webster 

Dictionary. Dari Bahasa Latin 

tersebut, turun ke banyak Bahasa 

Eropa, seperti Inggris : corruption, 

corrupt; Perancis : corruption; dan 

Belanda : corruptive (korruptie). 

Dari Bahasa Belanda inilah turun 

ke Bahasa Indonesia : korupsi. 

2. Akan tetapi korupsi juga 
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mempunyai beberapa macam jenis, 

menurut Beveniste dalam Suyatno 

korupsi didefenisikan dalam 4 

jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Discretionery corupption, ialah 

korupsi yang dilakukan karena 

adanya kebebasan dalam 

menentukan kebijakan, 

sekalipun nampaknya bersifat 

sah, bukanlah praktik-praktik 

yang dapat diterima oleh para 

anggota organisasi. Contoh : 

Seorang pelayan perizinan 

Tenaga Kerja Asing, 

memberikan pelayanan yang 

lebih cepat kepada ”calo”, atau 

orang yang bersedia membayar 

lebih, ketimbang para pemohon 

yang biasa-biasa saja. 

Alasannya karena calo adalah 

orang yang bisa memberi 

pendapatan tambahan. 

b. Illegal corupption, ialah suatu 

jenis tindakan yang bermaksud 

mengacaukan bahasa atau 

maksud-maksud hukum, 

peraturan dan regulasi hukum. 

Contoh: di dalam peraturan 

lelang dinyatakan bahwa untuk 

pengadaan barang jenis tertentu 

harus melalui proses pelelangan 

atau tender. Tetapi karena 

waktunya mendesak (karena 

turunnya anggaran terlambat), 

maka proses itu tidak 

dimungkinkan. Untuk 

pemimpin proyek mencari dasar 

hukum mana yang bisa 

mendukung atau memperkuat 

pelaksanaan sehingga tidak 

disalahkan oleh inspektur. 

Dicarilah pasal-pasal dalam 

peraturan yang memungkinkan 

untuk bisa digunakan sebagai 

dasar hukum guna memperkuat 

sahnya pelaksanaan tender. 

Dalam pelaksanaan proyek 

seperti kasus ini, sebenarnya 

sah atau tidak sah, bergantung 

pada bagaimana para pihak 

menafsirkan peraturan yang 

berlaku. Bahkan dalam 

beberapa kasus, letak illegal 

corruption berada pada 

kecanggihan memainkan kata-

kata; bukan substansinya. 

c. Mercenery corruption, ialah 

jenis tindak pidana korupsi 

yang dimaksud untuk 

memperoleh keuntungan 

pribadi, melalui 

penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan. Contoh: Dalam 

sebuah persaingan tender, 

seorang panitia lelang 

mempunyai kewenangan untuk 

meluluskan peserta tender. 

Untuk itu secara terselubung 

atau terang-terangan ia 

mengatakan untuk 

memenangkan tender peserta 

harus bersedia memberikan 

uang ”sogok” atau ”semir” 

dalam jumlah tertentu. 

d. Ideologi corruption, ialah jenis 

korupsi ilegal maupun 

discretionery yang 

dimaksudkan untuk mengejar 

tujuan kelompok. Contoh : 

Kasus skandal watergate adalah 

contoh ideological corruption, 

dimana sejumlah individu 

memberikan komitmen mereka 

terhadap presiden Nixon 

ketimbang kepada undang-

undang atau hukum. Penjualan 

aset-aset BUMN untuk 

mendukung pemenangan 

pemilihan umum. 
 

3. Definisi korupsi menurut 

perspektif hukum. 

Menurut perspektif hukum, 

definisi korupsi secara gamblang 

telah dijelaskan dalam 13 buah 

Pasal dalam UU No. 31 Tahun 

1999 yang telah diubah dengan 
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UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal 

tersebut, korupsi dirumuskan 

kedalam 30 bentuk/jenis tindak 

pidana korupsi. Pasal pasal 

tersebut menerangkan secara 

terperinci mengenai perbuatan 

yang bisa dikenakan sanksi pidana 

karena korupsi. Ketigapuluh 

bentuk/jenis tindak pidana korupsi 

tersebut pada dasarnya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kerugian keuangan negara 

b. Suap-menyuap 

c. Penggelapan dalam jabatan 

d. Pemerasan 

e. Perbuatan curang 

f. Benturan kepentingan dalam 

pengadaan 

g. Gratifikasi 
 

Selain bentuk/jenis tindak pidana 

korupsi yang sudah dijelaskan diatas, 

masih ada tindak pidana lain yang 

yang berkaitan dengan tindak pidana 

korupsi yang tertuang pada UU No.31 

Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 

2001. 

Jenis tindak pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidana korupsi itu 

adalah : 

1. Merintangi proses pemeriksaan 

perkara korupsi 

2. Tidak memberi keterangan atau 

memberi keterangan yang tidak 

benar 

3. Bank yang tidak memberikan 

keterangan rekening tersangka 

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi 

keterangan atau memberi 

keterangan palsu. 

5. Orang yang memegang rahasia 

jabatan tidak memberikan 

keterangan atau memberikan 

keterangan palsu. 

6. Saksi yang membuka identitas 

pelapor 
 

B. Yang Menjadi Penyebab Timbulnya 

Korupsi 
 

Adapun Ilham Gunawan 

menyatakan bahwa korupsi dapat 

terjadi karena berbagai faktor seperti 

berikut: 

1. Ketiadaan atau kelemahan 

kepemimpinan dalam posisi-posisi 

kunci yang mampu memberikan 

ilham dan mempengaruhi tingkah 

laku yang menjinakkan korupsi. a. 

Kelemahan ajaran-ajaran agama 

dan etika. b. Akibat kolonialisme 

atau suatu pengaruh pemerintah 

asing tidak menggugah kesetiaan 

dan kepatuhan yang diperlukan 

untuk membendung korupsi. c. 

Kurang dan lemahnya pengaruh 

pendidikan. d. Kemiskinan yang 

bersifat struktural. e. Sanksi 

hukum yang lemah. f. Kurang dan 

terbatasnya lingkungan yang anti 

korupsi. g. Struktur pemerintahan 

yang lunak. h. Perubahan radikal, 

sehingga terganggunya kestabilan 

mental. Ketika suatu sistem nilai 

mengalami perubahan radikal, 

korupsi muncul sebagai suatu 

penyakit tradisional. i. Kondisi 

masyarakat karena korupsi dalam 

suatu birokrasi bisa memberikan 

cerminan keadaan masyrakat 

secara keseluruhan. 
 

C. Korupsi Dampak Bagi Pembangunan 

Negara Dan Bangsa 
 

1. Jenis-Jenis Bahayanya Korupsi 
 

a. Bahaya Korupsi Terhadap 

Masyarakat Dan Individu. 

Bahaya Korupsi terhadap 

Masyarakat dan Individu Jika 

korupsi dalam suatu masyarakat 

telah merajalela dan menjadi 

makanan masyarakat setiap 

hari, maka akibatnya akan 

menjadikan masyarakat tersebut 

sebagai masyarakat yang kacau, 
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tidak ada sistem sosial yang 

dapat berlaku dengan baik. 

Setiap individu dalam 

masyarakat hanya akan 

mementingkan diri sendiri (self 

interest), bahkan selfishness. 

Tidak akan ada kerja sama dan 

persaudaraan yang tulus.  

Korupsi juga membahayakan 

terhadap standar moral dan 

intelektual masyarakat. Ketika 

korupsi merajalela, maka tidak 

ada nilai utama atau kemulyaan 

dalam masyarakat. Theobald 

menyatakan bahwa korupsi 

menimbulkan iklim ketamakan, 

selfishness, dan sinisism. 

Chandra Muzaffar menyatakan 

bahwa korupsi menyebabkan 

sikap individu menempatkan 

kepentingan diri sendiri di atas 

segala sesuatu yang lain dan 

hanya akan berpikir tentang 

dirinya sendiri semata-mata. 

Jika suasana iklim masyarakat 

telah tercipta demikian itu, 

maka keinginan publik untuk 

berkorban demi kebaikan dan 

perkembangan masyarakat akan 

terus menurun dan mungkin 

akan hilang. 
 

b. Bahaya Korupsi Terhadap 

Generasi Muda 

Salah satu efek negatif yang 

paling berbahaya dari korupsi 

pada jangka panjang adalah 

rusaknya generasi muda. Dalam 

masyarakat yang korupsi telah 

menjadi makanan sehari-hari, 

anak tumbuh dengan pribadi 

antisosial, selanjutnya generasi 

muda akan menganggap bahwa 

korupsi sebagai hal biasa (atau 

bahkan budaya), sehingga 

perkembangan pribadinya 

menjadi terbiasa dengan sifat 

tidak jujur dan tidak 

bertanggung jawab. Jika 

generasi muda suatu bangsa 

keadaannya seperti itu, bisa 

dibayangkan betapa suramnya 

masa depan bangsa. 
 

c. Bahaya Korupsi Terhadap 

Politik Kekuasaan 

Politik yang dicapai dengan 

korupsi akan menghasilkan 

pemerintahan dan pemimpin 

masyarakat yang tidak 

legitimate di mata publik. Jika 

demikian keadaannya, maka 

masyarakat tidak akan percaya 

terhadap pemerintah dan 

pemimpin tersebut, akibatnya 

mereka tidak akan patuh dan 

tunduk pada otoritas mereka. 

Praktik korupsi yang meluas 

dalam politik seperti pemilu 

yang curang, kekerasan dalam 

pemilu, money politics dan 

lainlain juga dapat 

menyebabkan rusaknya 

demokrasi, karena untuk 

mempertahankan kekuasaan, 

penguasa korup itu akan 

menggunakan kekerasan 

(otoriter) atau menyebarkan 

korupsi lebih luas lagi di 

masyarakat. Di samping itu, 

keadaan yang demikian itu akan 

memicu terjadinya instabilitas 

sosial politik dan integrasi 

sosial, karena terjadi 

pertentangan antara penguasa 

dan rakyat. Bahkan dalam 

banyak kasus, hal ini 

menyebabkan jatuhnya 

kekuasaan pemerintahan secara 

tidak terhormat, seperti yang 

terjadi di Indonesia. 
 

d. Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi 

Bangsa 

Korupsi merusak 

perkembangan ekonomi suatu 

bangsa. Jika suatu projek 

ekonomi dijalankan sarat 

dengan unsur-unsur korupsi 
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(penyuapan untuk kelulusan 

projek, nepotismedalam 

penunjukan pelaksana projek, 

penggelepan dalam 

pelaksanaannya dan lain-lain 

bentuk korupsi dalam projek), 

maka pertumbuhan ekonomi 

yang diharapkan dari projek 

tersebut tidak akan tercapai. 
 

e. Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi. 

Bagi Birokrasi Korupsi juga 

menyebabkan tidak efisiennya 

birokrasi dan meningkatnya 

biaya administrasi dalam 

birokrasi. Jika birokrasi telah 

dikungkungi oleh korupsi 

dengan berbagai bentuknya, 

maka prinsip dasar birokrasi 

yang rasional, efisien, dan 

berkualitas akan tidak pernah 

terlaksana. Kualitas layanan 

pasti sangat jelek dan 

mengecewakan publik. Hanya 

orang yang berpunya saja yang 

akan dapat layanan baik karena 

mampu menyuap. Keadaan ini 

dapat menyebabkan meluasnya 

keresahan sosial, 

ketidaksetaraan sosial dan 

selanjutnya mungkin 

kemarahan sosial yang 

menyebabkan jatuhnya para 

birokrat 
 

2. Hambatan Pemberantasan Korupsi 

Upaya melakukan pemberantasan 

korupsi bukanlah hal yang mudah. 

Meskipun sudah dilakukan 

berbagai upaya untuk 

memberantas korupsi, tetapi masih 

terdapat beberapa hambatan dalam 

pemberantasan korupsi. Operasi 

tangkap tangan (OTT) sering 

dilakukan oleh KPK, tuntutan dan 

putusan yang dijatuhkan oleh 

penegak hukum juga sudah cukup 

keras, namun korupsi masih tetap 

saja dilakukan. Bahkan ada 

pendapat yang menyatakan bahwa 

yang kena OTT adalah orang yang 

“sial atau apes”. Hambatan dalam 

pemberantasan korupsi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
 

a. Hambatan Struktural, yaitu 

hambatan yang bersumber dari 

praktik – praktik 

penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang membuat 

penanganan tindak pidana 

korupsi tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Yang 

termasuk dalam kelompok ini di 

antaranya: egoisme sektoral dan 

institusional yang menjurus 

pada pengajuan dana sebanyak-

banyaknya untuk sektor dan 

instansinya tanpa 

memperhatikan kebutuhan 

nasional secara keseluruhan 

serta berupaya menutup-nutupi 

penyimpangan-penyimpangan 

yang terdapat di sektor dan 

instansi yang bersangkutan; 

belum berfungsinya fungsi 

pengawasan secara efektif; 

lemahnya koordinasi antara 

aparat pengawasan dan aparat 

penegak hukum; serta lemahnya 

sistem pengendalian intern yang 

memiliki korelasi positif dengan 

berbagai penyimpangan dan 

inefesiensi dalam pengelolaan 

kekayaan negara dan rendahnya 

kualitas pelayanan publik. 

b. Hambatan Kultural, yaitu 

hambatan yang bersumber dari 

kebiasaan negatif yang 

berkembang di masyarakat. 

Yang termasuk dalam 

kelompok ini di antaranya: 

masih adanya ”sikap sungkan” 

dan toleran di antara aparatur 

pemerintah yang dapat 

menghambat penanganan tindak 

pidana korupsi; kurang 

terbukanya pimpinan instansi 

sehingga sering terkesan toleran 
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dan melindungi pelaku korupsi, 

campur tangan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif dalam 

penanganan tindak pidana 

korupsi, rendahnya komitmen 

untuk menangani korupsi secara 

tegas dan tuntas, serta sikap 

permisif (masa bodoh) sebagian 

besar masyarakat terhadap 

upaya pemberantasan korupsi. 

c. Hambatan Instrumental, yaitu 

hambatan yang bersumber dari 

kurangnya instrumen 

pendukung dalam bentuk 

peraturan perundangundangan 

yang membuat penanganan 

tindak pidana korupsi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Yang termasuk dalam 

kelompok ini di antaranya: 

masih terdapat peraturan 

perundang-undangan yang 

tumpang tindih, sehingga 

menimbulkan tindakan koruptif 

berupa penggelembungan dana 

di lingkungan instansi 

pemerintah; belum adanya 

“single identification number” 

atau suatu identifikasi yang 

berlaku untuk semua keperluan 

masyarakat (SIM, pajak, bank, 

dll.) yang mampu mengurangi 

peluang penyalahgunaan oleh 

setiap anggota masyarakat; 

lemahnya penegakan hukum 

penanganan korupsi; serta 

sulitnya pembuktian terhadap 

tindak pidana korupsi. 

d. Hambatan Manajemen, yaitu 

hambatan yang bersumber dari 

diabaikannya atau tidak 

diterapkannya prinsip-prinsip 

manajemen yang baik 

(komitmen yang tinggi 

dilaksanakan secara adil, 

transparan dan akuntabel) yang 

membuat penanganan tindak 

pidana korupsi tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Yang 

termasuk dalam kelompok ini di 

antaranya : kurang 

komitmennya manajemen 

(Pemerintah) dalam 

menindaklanjuti hasil 

pengawasan; lemahnya 

koordinasi baik di antara aparat 

pengawasan maupun antara 

aparat pengawasan dan aparat 

penegak hukum; kurangnya 

dukungan teknologi informasi 

dalam penyelenggaraan 

pemerintahan ; tidak 

independennya organisasi 

pengawasan; kurang 

profesionalnya sebagian besar 

aparat pengawasan; kurang 

adanya dukungan sistem dan 

prosedur pengawasan dalam 

penanganan korupsi, serta tidak 

memadainya sistem 

kepegawaian di antaranya 

sistem rekrutmen, rendahnya 

”gaji formal” PNS, penilaian 

kinerja dan reward and 

punishment. 
 

D. Yang Akan Datang Perlu Dibutuhkan 

Pemberantasan Korupsi Secara 

Komprehensif (Pencegahan Korupsi) 
 

Untuk mengatasi berbagai hambatan 

tersebut, telah dan sedang 

dilaksanakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 
 

a. Mendesain ulang pelayanan 

publik, terutama pada bidang-

bidang yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat 

sehari-hari. Tujuannya adalah 

untuk memudahkan masyarakat 

luas mendapatkan pelayanan 

publik yang profesional, 

berkualitas, tepat waktu dan tanpa 

dibebani biaya ekstra/ pungutan 

liar. Langkah-langkah prioritas 

ditujukan pada: Penyempurnaan 
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Sistem Pelayanan Publik; 

Peningkatan Kinerja Aparat 

Pelayanan Publik; Peningkatan 

Kinerja Lembaga Pelayanan 

Publik; dan Peningkatan 

Pengawasan terhadap Pelayanan 

Publik, dengan kegiatankegiatan 

prioritas 

b. Memperkuat transparansi, 

pengawasan dan sanksi pada 

kegiatan-kegiatan pemerintah yang 

berhubungan dengan ekonomi dan 

sumber daya manusia. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas Pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya negara 

dan sumber daya manusia serta 

memberikan akses terhadap 

informasi dan berbagai hal yang 

lebih memberikan kesempatan 

masyarakat luas untuk 

berpartisipasi di bidang ekonomi. 

Langkah – Langkah prioritas 

ditujukan pada: 

a) Penyempurnaan Sistem 

Manajemen Keuangan Negara; 

b) Penyempurnaan Sistem 

Procurement / Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah; 

c) Penyempurnaan Sistem 

Manajemen SDM Aparatur 

Negara, dengan kegiatan-

kegiatan prioritas. 

c. Meningkatkan pemberdayaan 

perangkat-perangkat pendukung 

dalam pencegahan Peraturan 

perundang - undangan yang 

mengandung celah KKN. 
 

E. Klasifikasi Perbuatan Korupsi Dalam 

Undang-Undang Korupsi 
 

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi 

menurut UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 1. 

Merugikan Keuangan Negara a. Pasal 

2 ayat (1) Setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

a. Pasal 3 Setiap orang yang dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana 

dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

b. Suap menyuap : Pasal 5 ayat (1) 

huruf a Dipidana dengan pidana 

penjara paling sedikit 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 250.000.000,00 

(duaratus limapuluh juta rupiah) 

setiap orang yang memberi atau 

menjanjikan sesuatu kepada 

pegawai negeri atau penyelenggara 
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negara dengan maksud supaya 

pegawai negeri atau penyelenggara 

negara tersebut berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu dalam jabatannya, 

yang bertentangan dengan 

kewajibannya; 

c. Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 

8 Dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah), 

pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum 

secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja 

menggelapkan uang atau surat 

berharga yang disimpan karena 

jabatannya, atau membiarkan uang 

atau surat berharga tersebut 

diambil atau digelapkan oleh orang 

lain, atau membantu dalam 

melakukan perbuatan tersebut. 

d. Pemerasan: Pasal 12 hurut e 

Dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang dengan 

maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, atau 

menyalahgunakan kekuasaannya 

memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima 

pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya sendiri; 

e. Perbuatan curang : Pasal 7 ayat (1) 

huruf a Dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan atau pidana denda paling 

sedikit Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga 

ratus lima puluh juta rupiah) 

pemborong, ahli bangunan yang 

pada waktu membuat bangunan, 

atau penjual bahan bangunan yang 

pada waktu menyerahkan bahan 

bangunan, melakukan perbuatan 

curang yang dapat membahayakan 

keamanan orang atau barang, atau 

keselamatan negara dalam keadaan 

perang; 

f. Benturan Kepentingan dalam 

Pengadaan : Pasal 12 huruf i 

Dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara 

paling singat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) pegawai negeri atau 

penyelenggara negara baik 

langsung maupun tidak langsung 

dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, 

ataupersewaan, yang pada saat 

dilakukan perbuatan, untuk seluruh 

atau sebagian ditugasan untuk 

mengurus atau mengawasinya. 

g. Benturan Kepentingan dalam 

Pengadaan : Pasal 12 huruf i 

Dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara 

paling singat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) pegawai negeri atau 
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penyelenggara negara baik 

langsung maupun tidak langsung 

dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, atau 

persewaan, 

h. Gratifikasi :. Pasal 12B (1) Setiap 

gratifiasi kepada pegawai negeri 

atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila 

berhubungan dengan jabatannya 

dan yang berlawanan dengan 

kewajibn atau tugasnya, dengan 

ketentuan sebagai berikut: a. yang 

nilainya Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi 

tersebut merupakan suap dilakukan 

oleh penerima gratifikasi; b. yang 

nilainya kurang dari Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah), pembuktian bahwa 

gratifikasi tersebut suap dilakukan 

oleh penuntut umum 
 

F. Keberadaan KPK Dalam Upaya 

Pemberantasan Korupsi 
 

Keberadaan sistem hukum atau 

peraturan hukum tidak akan terwujud 

tanpa adanya dukungan dari penegak 

hukumnya. Dalam hal ini, Komisi 

Pemberantasan Korupsi menjadi salah 

satu bagian dari pada penegak hukum 

yang sudah diamanahkan oleh 

konstitusi Negara Republik Indonesia 

untuk mewujudkan Indonesia yang 

bebas dari korupsi. Eksistensi KPK 

didasari oleh UU No. 30 Tahun 2002 

tentang KPK yang telah dirubah 

berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas UU 

No 30 Tahun 2002 tentang KPK. 
 

G. Peran Mahasiswa Terhadap 

Pencegahan Korupsi 
 

Mahasiswa dan sejarah 

perjuangannya Mahasiswa merupakan 

suatu elemen masyarakat yang unik. 

Jumlahnya tidak banyak, namun 

sejarah menunjukkan bahwa 

dinamika bangsa ini tidak lepas dari 

peran mahasiswa. Walaupun jaman 

terus bergerak dan berubah, namun 

tetap ada yang tidak berubah dari 

mahasiswa, yaitu semangat dan 

idealisme. Semangat-semangat yang 

berkobar terpatri dalam diri 

mahasiswa, semangat yang mendasari 

perbuatan untuk melakukan 

perubahan- perubahan atas keadaan 

yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-

mimpi besar akan bangsanya. Intuisi 

dan hati kecilnya akan selalu 

menyerukan idealisme. Mahasiswa 

tahu, ia harus berbuat sesuatu untuk 

masyarakat, bangsa dan negaranya. 

Sejarah mencatat dengan tinta emas, 

perjuangan mahasiswa dalam 

memerangi ketidak adilan. Sejarah 

juga mencatat bahwa perjuangan 

bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari 

mahasiswa dan dari pergerakan 

mahasiswa akan muncul tokoh dan 

pemimpin bangsa. Apabila kita 

menengok ke belakang, ke sejarah 

perjuangan bangsa, kebangkitan 

bangsa Indonesia dalam melawan 

penjajahan Belanda dimotori oleh 

para mahasiswa kedokteran STOVIA. 

Demikian juga dengan Soekarno, 

sang Proklamator Kemerdekaan RI 

merupakan tokoh pergerakan 

mahasiswa. Ketika pemerintahan 

bung Karno labil, karena situasi 

politik yang memanas pada tahun 

1966, mahasiswa tampil ke depan 

memberikan semangat bagi 

pelaksanaan tritura yang akhirnya 

melahirkan orde baru. Demikian pula, 

seiring dengan merebaknya 

penyimpanganpenyimpangan yang 

dilakukan oleh orde baru, mahasiswa 

memelopori perubahan yang 

kemudian melahirkan jaman 

reformasi. Demikianlah perjuangan 

mahasiswa dalam memperjuangkan 

idealismenya, untuk memerangi 
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ketidakadilan. Namun demikian, 

perjuangan mahasiswa belumlah 

berakhir. Di masa sekarang ini, 

mahasiswa dihadapkan pada 

tantangan yang tidak kalah besar 

dibandingkan dengan kondisi masa 

lampau. Kondisi yang membuat 

Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu 

masalah korupsi yang merebak di 

seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus 

berpandangan bahwa korupsi adalah 

musuh utama bangsa Indonesia dan 

harus diperangi. Apa itu Korupsi? 

Dalam seni perang, terdapat 

ungkapan “untuk memenangi 

peperangan. 

Peran Mahasiswa dalam 

Pemberantasan Korupsi Peran 

Mahasiswa di lingkungan kampus. 

Untuk dapat berperan secara optimal 

dalam pemberantasan korupsi adalah 

pembenahan terhadap diri dan 

kampusnya. Dengan kata lain, 

mahasiswa harus mendemonstrasikan 

bahwa diri dan kampusnya harus 

bersih dan jauh dari perbuatan 

korupsi. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, upaya pemberantasan 

korupsi dimulai dari awal masuk 

perkuliahan. Pada masa ini 

merupakan masa penerimaan 

mahasiswa, dimana mahasiswa 

diharapkan mengkritisi kebijakan 

internal kampus dan sekaligus 

melakukan pressure kepada 

pemerintah agar undang-undang yang 

mengatur pendidikan tidak 

memberikan peluang terjadinya 

korupsi. Di samping itu, mahasiswa 

melakukan kontrol terhadap jalannya 

penerimaan mahasiswa baru dan 

melaporkan kepada pihak-pihak yang 

berwenang atas penyelewengan yang 

ada. Selain itu, mahasiswa juga 

melakukan upaya edukasi terhadap 

rekan-rekannya ataupun calon 

mahasiswa untuk menghindari adanya 

praktik-praktik yang tidak sehat 

dalam proses penerimaan mahasiswa. 

Selanjutnya adalah pada proses 

perkuliahan. Dalam masa ini, perlu 

penekanan terhadap moralitas 

mahasiswa dalam berkompetisi untuk 

memperoleh nilai yang setinggi-

tingginya, tanpa melalui cara-cara 

yang curang. Upaya preventif yang 

dapat dilakukan adalah dengan jalan 

membentengi diri dari rasa malas 

belajar. Hal krusial lain dalam masa 

ini adalah masalah penggunaan dana 

yang ada dilingkungan kampus. 

Untuk itu diperlukan upaya 

investigatif berupa melakukan kajian 

kritis terhadap laporan - laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

penerimaan dan pengeluarannya. 

Sedangkan upaya edukatif 

penumbuhan sikap anti korupsi dapat 

dilakukan melalui media berupa 

seminar, diskusi, dialog. Selain itu 

media berupa lomba-lomba karya 

ilmiah pemberantasan korupsi 

ataupun melalui bahasa seni baik 

lukisan, drama, dan lain-lain juga 

dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya 

pada tahap akhir perkuliahan, dimana 

pada masa ini mahasiswa 

memperoleh gelar kesarjanaan 

sebagai tanda akhir proses belajar 

secara formal. Mahasiswa harus 

memahami bahwa gelar kesarjanaan 

yang diemban memiliki konsekuensi 

berupa tanggung jawab moral 

sehingga perlu dihindari upaya-upaya 

melalui jalan pintas. Peran 

Mahasiswa dalam Masyarakat dan 

penentuan kebijakan publik. 

Mahasiswa merupakan bagian dari 

masyarakat, mahasiswa merupakan 

faktor pendorong dan pemberi 

semangat sekaligus memberikan 

contoh dalam menerapkan perilaku 

terpuji. 
 

Kesimpulan 
 

1. Peran mahasiswa dalam masyarakat 
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secara garis besar dapat digolongkan 

menjadi peran sebagai kontrol sosial 

dan peran sebagai pembaharu yang 

diharapkan mampu melakukan 

pembaharuan terhadap sistem yang 

ada. Salah satu contoh yang paling 

fenomenal adalah peristiwa turunnya 

orde baru dimana sebelumnya di 

dahului oleh adanya aksi mahasiswa 

yang masif di seluruh Indonesia. 

Sebagai kontrol sosial, mahasiswa 

dapat melakukan peran preventif 

terhadap korupsi dengan membantu 

masyarakat dalam mewujudkan 

ketentuan dan peraturan yang adil dan 

berpihak pada rakyat banyak, 

sekaligus mengkritisi peraturan yang 

tidak adil dan tidak berpihak pada 

masyarakat. 

2. Kontrol terhadap kebijakan 

pemerintah tersebut perlu dilakukan 

karena banyak sekali peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah yang 

hanya berpihak pada golongan 

tertentu saja dan tidak berpihak pada 

kepentingan masyarakat banyak. 

Kontrol tersebut bisa berupa tekanan 

berupa demonstrasi ataupun dialog 

dengan pemerintah maupun pihak 

legislatif. Mahasiswa juga dapat 

melakukan peran edukatif dengan 

memberikan bimbingan dan 

penyuluhan kepada masyarakat baik 

pada saat melakukan kuliah kerja 

lapangan atau kesempatan yang lain 

mengenai masalah korupsi dan 

mendorong masyarakat berani 

melaporkan adanya korupsi yang 

ditemuinya pada pihak yang 

berwenang. Selain itu, mahasiswa 

juga dapat melakukan strategi 

investigatif dengan melakukan 

pendampingan kepada masyarakat 

dalam upaya penegakan hukum 

terhadap pelaku korupsi serta 

melakukan tekanan kepada aparat 

penegak hukum untuk bertindak tegas 

terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa 

demonstrasi ataupun pembentukan 

opini publik 
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